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Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Siapkan Dana Rp 10 M untuk 

Pembebasan Lahan Pembangunan Jembatan di Nagara 

 

 
Sumber gambar: 

https://kalselpos.com/2022/08/03/pemkab-hss-siapkan-dana-rp10-m-untuk-pembebasan-lahan-

pembangunan-jembatan-di-nagara/ 

 

Pemkab Hulu Sungai Selatan saat bersama DPRD menandatangi kesepakatan 

bersama (MoU) Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2022 menyatakan menyiapkan dana Rp10 

miliar untuk membebaskan lahan pembangunan Jembatan Negara. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) siapkan dana 

sebesar Rp10 milyar untuk pembebasan lahan pembangunan jembatan di Daha (Nagara) 

yang sempat tertunda, karena tidak sepakat dengan harga yang ditetapkan. 

“Pada Angaran Pembangunan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2022, 

kembali kita siapkan dana Rp10 milyar untuk pembebasan lahan pembangunan 

jembatan di Negara,” ujar Bupati HSS Achmad Fikry usai penandatangan kesepakatan 

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

Perubahan 2022, Rabu (3/8) di Gedung DPRD HSS. 

Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan 2022 ditandatangani oleh Ketua DPRD 

HSS Akhmad Fahmi, Wakil Ketua I Kartoyo, Wakil Ketua II Muhammad Kusasi dan 

Bupati HSS Achmad Fikri, yang di saksikan Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Sekda dan 

badan anggaran DPRD HSS. 

Dikatakan bupati, rencana pembangunan jembatan di Negara anggarannya telah 

disepakati oleh DRPD HSS dan akan ditentukan kembali titik pembangunannya yang 

ditentukan oleh masyarakat. 
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“Perencanaan sudah ada, tinggal masyarakat yang menentukan dimana titik 

pembangunan jembatan,” ujar Bupati HSS Ahmad Fikry. 

Bupati Fikry mengucapkan terima kasih kepada DPRD HSS yang telah 

menyepakati penetapan KUA dan PPAS Perubahan 2022, yang salah-satunya rencana 

pembangunan jembatan di Nagara. 

“Setelah titik pembangunan jembatan sudah ditetapkan, nanti akan kita 

anggarkan lagi dana pembangunan fisiknya pada 2023 mendatang,” ujar Bupati Fikry. 

Sementara itu, Ketua DRPD HSS Akhmad Fahmi mengatakan, KUA dan PPAS 

dibahas lebih cepat dari APBD Murni, karena akan dilaksanakan pada Agustus hingga 

akhir tahun 2022 sesuai dengan harapan bersama. 

“Semoga dengan penetapan KUA dan PPAS Perubahan 2022, pembangunan-

pembangunan di Kabupaten HSS akan cepat dilaksanakan,” ujar Akhmad Fahmi. 

 

Sumber berita: 

1. https://kalselpos.com/2022/08/03/pemkab-hss-siapkan-dana-rp10-m-untuk-

pembebasan-lahan-pembangunan-jembatan-di-nagara/, Pemkab HSS Siapkan Dana 

Rp 10 M untuk Pembebasan Lahan Pembangunan Jembatan di Nagara, 3 Agustus 

2022.  

2. https://kalsel.antaranews.com/berita/337821/pemkab-hss-siapkan-rp10-miliar-

bebaskan-lahan-jembatan-negara, Pemkab HSS Siapkan Rp 10 Miliar Bebaskan 

Lahan Jembatan Negara, 3 Agustus 2022. 

 

Catatan: 

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan 

lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai 

salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. 

Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan 

desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.  

a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau 

badan. 

b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana 

keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/BUMN
https://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Fiskal
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merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk 

membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan 

dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka 

akan tercapai kesejahteraan bersama. 

 

Jenis-Jenis Retribusi Daerah  

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2009, yaitu: 

1. Retribusi Jasa Umum 

2. Retribusi Jasa Usaha 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 


